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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja 
Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum 
Daerah1 

:a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip 
pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, 
efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu 
mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui 
Rekening Kas Umum Daerah; 

b. bahwa menurut Interpretasi Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), pengakuan 
pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah 
sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata 
oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu 
tempat penampungannya; 

c. bahwa dalam administrasi pengelolaan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dijumpai adanya 
praktek-praktek pendapatan maupun belanja yang 
tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah sehingga 
perlu regulasi yang menjadi pedoman dalam Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja 
Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum 
Dae rah; 
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8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasili{as Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah;1 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1738); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
4679 ); 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 4679 ); 

...- 
( 
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proses pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, · pengikh ti saran transaksi dan kej adian 
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta 
penyajian laporan. ' 

15. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.r 

6. Pengguna Anggaran yang selanjuthya disingkat PA, adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 

7. Kuasa Pengguna·Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, 
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab 
penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan 
Bupati. 

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, 
adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK-PD, adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada 
Perangkat Daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. "' 

12. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah. 

13. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. 

14. Akuntansi adalah 

•• 
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16. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

17. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, 
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah . .,, 

18. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk · 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
organisasi pemerintah Provinsi/ Ka bu paten/ Kata Sumba 
Tengah. 

19. Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalam periode pel por n ng menurunkan ekuitas, 
yang dapat berupa p n lu ran t u konsumsi aset atau 
timbulnya kewajib n. 

20. Belanja, d lah mu p n clu ran dari Rekening Kas 
Umum D rah n m ngurangi Saldo Anggaran Lebih 
(SAL) dal m period r hun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
Pemerintah Daerah. 

21. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, 
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah 
Iaporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan yrg penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. r 
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(1) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 mengatur tentang sistem akuntansi dan 
pelaporan atas peneriinaan dan pengeluaran berupa uang 
yang diterima Perangkat Daerah dan dapat digunakan 
langsung oleh Perangkat Daerah tanpa harus disetor 
terlebih dahulu ke kas daerah. 

~ Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belat1ja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :f 

Pasal 3 

a. pihak-pihak yang terkait; 
b. dokumen yang digunakan dan mekanisme pengesahan; 
c. proses akuntansi; 
d. penyajian laporan keuangan; 
e. ilustrasi. 

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, terdiri dari: 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 
disingkat SPT J, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh 
PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh 
atas seluruh realisasi pendapatan yang telah diterima dan 
belanja yang telah dibayar. 

25. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
yang selanjutnya disingkat SP3B, adalah surat 
permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada 
Perangkat Daerah kepada BUD untuk mengesahkan 
pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan 
langsung. 

26. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disingkat SP2B, adalah surat yang diterbitkan 
oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau 
belanja berupa uang berdasarkan SP3B. 

t 
I 
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Pasal 7 

PPK-PD yang melaksanakan fungsi akuntansi Perangkat 
Daerah mempunyai tugas : 

a menyiapkan SP3B yang disam~aikan oleh Kepala 
Perangkat Daerah kepada PPKD; 4 

Pasal 6 

Bendahara Perangkat Daerah/UPT mempunyai tugas: 
a. mencatat dan membukukan semua pendapatan dan 

belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU); dan 
b. menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas 

pendapatan dan belanja. 

Pilrak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
P.endapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening 
Kas Umum Daerah yang diterima dan dikeluarkan langsung 
oleh Perangkat Daerah/UPT adalah semua pejabat struktural 
maupun pejabat fungsional di Perangkat Daerah/UPT yang 
terkait langsung atas pengelolaan keuangan. 

Pasal 5 

(1) Penanggungjawab penggunaan dana adalah Kepala 
Perangkat Daerah/UPT yang diberi tanggungjawab 
terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan 
langsung yang tidak melalui RKUD. 

(2) Penanggungjawab penggunaan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. bertanggungjawab terhadap pendapatan dan 
belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum 

Daerah; dan 
b. menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada 

kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran 
melalui PPK-PD. 

\ 

BAB III 

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 

Pasal 4 

a. Penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah yang 
belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 

b. Penerimaan dan pengeluaran langsung lainnya, yang 
menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan 
dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 



Dipindai dengan CamScanner 

<:> 

. { 

r • •• 

Pasal 10 

(1) PPK-PD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 
atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening 
Umum Kas Daerah berdasarkan pada pencatatan dan 
pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa 
SP2B. 

(2) Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai 
kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk 
melakukan akuntansi dan peiaporan terhadap pendapatan 
dan belanja tan pa melalui Rekening Umum Kas Daerah.~ 

Bagian Pertama 

Dokumen Yang Digunakan 

BAB IV 

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN MEKANISME 
PENGESAHAN 

Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran 
mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan 
SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD selaku BUD. · 

Pasal 9 

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap 
pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh 
Perangkat Daerah/UPT yang tidak melalui Rekening Kas 
Umum Daerah berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 8 

b. mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas 
pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah 
disahkan oleh PPKD; 

c. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 
pendapatan dan belanja kedalam buku besar masing­ 
masing rekening; dan 

d. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, 
LPE, Neraca dan CaLK Perangkat Daerah. 
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(2) Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja pegawai dan 
belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SP2B yang 
telah disahkan oleh BUD, maka PPK-PD melakukan 
pencatatan beban dan belanja dalam Jurnal Standar 
Behan dan Jurnal Standar Belanja. 

(3) Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan 
terdapat penambahan nilai aset tetap sebesar realisasi 
belanja modal. 

(4) Berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan 
daftar rekapitulasi pembelian barang/ aset, PPK-PD 
melakukan pencatatay dalam Jumal Standar Belanja dan 
Jumal Standar Aset. ,-\ 

( 1) Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan 
iJ oleh BUD dalam SP2B, maka PPK-PD akan melakukan 

pencatatan dalam Jurnal Standar Pendapatan-LO dan 
Jurnal Standar Pendapatan-LRA. 

BABV 
PROSES AKUNTANS} 

Pasal 12 ' 

(4) Dalam hal terdapat realisasi belanja modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka bendahara 
menyusun daftar perolehan barang/aset sebagai lampiran 
laporan realisasi pendapatan dan belanja. 

(5) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan 
realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh 
Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian 
barang/aset kepada pengguna anggaran melaluiPPK-PD. 

~ Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja 
yang disampaikan oleh penanggung jawab penggunaan 
dana, Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan 
SP3B kepada BUD untuk dimintakan SP2B. 

(7) BUD menerbitkan SP2B atas SP38 yang diajukan oleh 
Pengguna Anggaran. 

(8) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar 
pembelian barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan 
akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Realisasi belanja modal adalah belanja yang 
dilakukan un tuk mem bayar pengadaan aset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan. 
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Pasal 14 
(1) Penyajian pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah atas 

pendapatan dan belanja Perangkat Daerah/ UPT yang tidak 
melalui Rekening Kas Umum Daerah, disajikan dalam: 
a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan 

belanja; 

b. Neraca, untuk menyajikan laporan aset lancar, aset 
tetap dan aset lainnya; 

c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan 
be ban; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos­ 
pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode 
berjalan, koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir; 

e. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan 
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera 
dalam LRA, Neraca, LO, dan Laporan Perubahan 
Ekuitas. 

(2) Dalarii. hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran 
berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan 
keuangan Perangkat Daerah, paling sedikit disajikan 
dalam Neraca, LO dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 15 

(1) Penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang 
tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, disajikan 
dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporanl Perubahan 
Ekuitas dan Cata tan atas Laporan Keuangan.1 

BAB VI 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

Pasal 13 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah wajib disajikan dalam 2 (dua) 
dokumen laporan yaitu: 
a. Laporan Keuangan Perangkat Daerah; 

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

I• ~ 
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(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Kapit si bagi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rnilik 
Pemerintah Daerah; 

h Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Bant an 
Operasional Sekolah (BOS). 

(3) Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam 
lampiran yang mene'akan bagian tida - terpisahkan 
dengan peraturan ini. \ 

Pasal 16 

(1) Guna memberikan gambaran yang lebih jela dan rinci 
atas penerimaan dan pengeluaran ang tidak rnelal i 
Rekening Kas Umum Daerah, perlu dijabarkan dalam 
uraian ang lebih detail. 

A II 
IL TRA I 

n. 

k (2) Dal m hal p n rim an dan 
melalui R k nin Kn .. 
dalarn 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR8 

SEKRETARIS DAERAH, 

Diundangkan di Waibakul 
pada tanggal 14 Febru~i ane 

Ditetapkan di Waibakul 
pad a tanggal 13· bru ari a) 18 

7BUPATIS 

I; 

Pasali 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

• 1_!· •• ., 
'. . 

. - . · .. 
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2. Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengelolaan keuangan Dana 
Kapitasi, antara lain: 
a Penanggungjawab yaitu Kepala Puskesmas, yang mempunyai tugas: 

1) Mempertanggungjawabkan realisasi Pendapatan dan Belanja 
Dana Kapitasi; 

2) Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja 
Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

b. Bendahara Dana Kapitasi atau nama lain yang disetarakan, yang 
mempunyai tugas: 

1) Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja Dana 
Kapitasi ke dalam BKU; 

2) Menyusun SPJ atas pendapatan yang diterima dan belanja yang 
dibayarkan; . 

3) Mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja 
setiao bulan keoada Keoala FKTPt 

A. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Kapitasi Bagi Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pernerintah Daerah 
1. Definisi 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jarninan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, mengatur 
beberapa hal sebagai berikut: 
a Fasititas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat 

FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk 
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau 
pelayanan kesehatan Iainnya; 

h Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana 
kapitasi yang diterima oleh FKTP dan BPJS Kesehatan; 

c Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar 
dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar 
tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan 
yang diberikan; 

d Pembayaran Dana Kapitasi dan BPJS Kesehatan dilakukan melalui 
Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai 
pendapatan dan digunakan Iangsung untuk pelayanan kesehatan 
peserta JKN pada FKTP; 

e. Puskesmas adalah Unit dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENOAH 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TANGGAL : 13 1,. U I :010 
TENTANG : SISTEM AKUNTAN I DAN P • LAP RAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH YAN r Tl AK MI LALUJ REK NJN KA 
UMUM DAERAH. 

I 
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3. Alur Dokumen Sebagai Dasar Penerbitan SP2B 

a Bendahara Dana Kapitasi menyusun laporan realisasi pendapatan dan 
belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan 
tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala 
FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 
pada tanggal 10 bulan berikutnya; 

b. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 
disampaikan oleh Kepala FKTP, Kepala Dinas Kesehatan 
menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk 
penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD; 

c. Dalam menyusun laporan realisasi belanja, Bendahara Dana Kapitasi 
melakukan berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa, dan belanja modal, dengan klarifikasi sebagai berikut: 
1) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh 

bendahara puskesmas untuk pegawai. Adapun yang termasuk 
dalam belanja pegawai, antara lain: 
a) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; 

b) Pembayaran operasional pelayanan kesehatan. 

2) Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang 
dibayarkan oleh bendahara kapitasi untuk kepentingan kegiatan 
dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, antara lain: 
a) Belanja alat tulis kantor; 

b) Belanja cetak dan penggandaan; 

c) Belanja obat-obatan; 

d) Belanja habis pakai farmasi; 

e) Belanja bahan medis pakai habis; y 

) 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan, yang 
melaksanakan akuntansi Dana Kapitasi, yang mempunyai tugas: 
1) Menyusun rekapan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana 

kapitasi yang disampaikan oleh Kepala FKTP; 
2) Menyusun rancangan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

'Kesehatan kepada PPKD selaku BUD; 
3) Mencatat realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B ke 

Buku Jurnal Fendapatan-Lks, Jumal Pendapatan-Lr), Jurnal Belanja, Jumal 
Behm dan Jurnal Aset; 

4) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dan LRA, LO, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

d Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas menandatangani dan 
menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui 
Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD selaku BUD. 

e. PPKD selaku BUD, mempunyai tugas melakukan pengesahan terhadap 
Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dengan menerbitkan SP2B 
berdasarkan SP3B. 
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4. Dokumen Yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam melakukan pencatatan akuntansi dana 
kapitasi adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan- Belanja, SP3B, SP2B 
dan Daftar Pembelian Barang/ Aset, f alam hal terjadi realisasi belanja 
modal atas penggunaan dana kapitasi.\ 

f) Betanja operasional lainnya dalam peningkatan pencapaian 
kinerja. 

3) Belanja Modal adalah belanja untuk memperoleh aset tetap berupa 
alat - alat kesehatan. Dalam hal terjadi belanja modal, maka 
dilampirkan daftar perolehan aset dalam laporan realisasi 
pendapatan dan belanja. 
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Kepala Puskesmas 

Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada 
puskesmas ini telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung 
dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku 
dan bertanggungjawab atas kebenarannya. 
Demikian Laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

Kode Jumlah Jumlah 
No Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Saldo s.d bulan lalu 

4.3.3.xx.xx Pendapatan Dana Kapitasi 

4.3.3.xx.xx Pendapatan Dana Lainnya 

Jumlah Pendapatan 

x.x.x.xx.xx Belanja 

x.x.x.xx.xx a. Pegawai 

x.x.x.xx.xx b. Barang dan Jasa 

x.x.x.xx.xx c. Modal 

Jumlah Belanja 

Sis a 

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana 
kapitasi JKN untuk bulan ... sebagai berikut: · 

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA 
KAPITASI PADA PUSKESMAS .... 
KABUPATEN SUMBA TENGAH 

Conteh Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi 
JKN: 
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DINA KESEHATAN 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP 

Bulan ..... Tahun Ang_garan 20 .. 

Nomor: .......... Tanzzal: ..... 

Kepala Dinas Kesehatan memohon kepada: 

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah 

agar mengesahkan clan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN 
sejumlah: 

1. Saldo Awal Rp 
2. Pendapatan Rp 
3. Belania (a+b+c] Rp 

a. Pezawai 

b. Barang dan .Jasa 

c. Modal 

4. Saldo Akhir ( 1 +2-3) Rp 
Dasar Pengesahan Urusan Organisasi I NamaFKTP 

..... ..... ..... ...... 

Program Kegiatan 

...... ..... 
PENDAPATAN BELANJA 

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah 

Rp ......... . ...... Rp ......... ....... 

Jumlah Rp ......... Jumlah Belanja Rp ......... 
Pendapatan 

..... , (tanggal) (bulan) (tahun) 

Ke pal Dinas Kesehatan 

····················· 
NIP ..................... 

C'bntoh Format Surat Permintaan P n e ahan Pendapatan dan Belanja 
(SP3B) Dana Kapitasi 
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Waibakul , Januari 2018 
Kepala Perangkat Daerah selaku BUD 

Kabupaten Sumba Tengah 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

················································ 
~~~~~~Nip.~: .... ~ ...... ~ ...... ~ ....... ~ ...... ~··~t 

Telah Disahkan Pendapatan dan Belanja: 
Saldo Awal Rp . 

Nama FKTP : Puskesmas .... : 20 .. Tahun Anggaran 

: ... / .... / ... / .. 20 .. Nomor Kode 

Tanggal : Dinas Kesehatan Nama PD 

Nama BUD/Kuasa 
RTTn 

Tanggal 

SURAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN 

BELANJA (SP2B) No SP3B : ... / .... / ... /20 ... 

Pendapatan 

Belanja (a+b+c) 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 
Saldo Akhir 

Logo Daerah 

SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN ..... 

Contoh Format Surat Pengesahan Pendapatan clan Belanja (SP2B) yang telah 
disahkan oleh BUD 
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Dalam hal terjadi realisasi belanja modal yang akan dicatat sebagai l 
oenambahan aset. maka PPK-PD mencatat dalam Jumal Belania dan I 

No. ' Kode 
Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

Xxx xxx 5.1.1.xx Belanja Pegawai xxx 
5.1.2.xx Belanja Barang dan xxx 
7.3.4.1.1 J asa Perubahan SAL 

xxx 

Jurnal Belanja 

No. Kode 
Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

Xxx xxx ~ 9.1.1.xx Be ban Pegawai xxx 
9.1.2.xx Be ban Barang dan J asa xxx 

1.1.1.xx Kas di Bendahara Dana Kapitasi xxx 

b. Pencatatan Belanja dan Behan Kapitasi 

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja yang tercanturn dalarn 
SP2B yang telah disahkan oleh BUD, maka realisasi belanja pegawal 
dan realisasi belanja barang dan jasa, oleh PPK-PD akan dilakukan 
pencatatan dalam jurnal sebagai beban dan belanja sebagai berikut: 

Jurnal Standar 
Jurnal Behan 

Tgl 
No. Kode 

Kredit Bukti Rek Uraian Debit 

Xxx xxx 7.3.4.1.1 Peru bahan SAL xxx 

4.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi xxx 

Jurnal Pendapatan-LRA 

No. Kode Debit Kredit Tgl Bukti Rek Uraian 

Xxx xxx 1.1.1.xx Kas di Bendahara Dana Kapitasi xxx 
8.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi xxx 

5. Pencatatan Akuntansi Dan Pelaporan 

a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan 

Jurnal Standar 
Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam 
SP2B, maka PPK-PD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal : 
Jurnal Pendapatan-LO 
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6. Contoh Dana Kapitasi sebagai Ilustrasi 
Berdasarkan laporan masing-masing FKTP, Dinas Kesehatan membuat 
rekap realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disampaikan 
oleh FKTP, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan rincian 
realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi tepada BUD untuk 
dimintakan SP2B sebagai dasar pencatatan akuntansi. '[ 

urn e an.1a 
No. 

Tgl Bukti Kode Rek Uraian Debit Kredit 

Xxx xxx 5.2.2.xx Belanja Modal (Alat Kesehatan) xxx 

7.3.4.1.1 Peru bahan SAL xxx 

J al B I 

Tgl 
No. Kode 

Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

Xxx xxx 1.3.2.xx Aset Tetap (Alat Kesehatan} xxx 

1.1.1.xx Kas di Bendahara Kapitasi xxx 

Jurnal Neraca 
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Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada 
puskesmas ini telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung 
dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku 
dan bertanggung jawab atas kebenarannya. 
Dem~kian ~aporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestmya. 

. , 20 . 

Kepala Puskesmas 

Kode Jumlah Jumlah 
No Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Saldo s.d bulan lalu 3.500.000 

4.3.3.xx.xx Pendapatan Dana Kapitasi 100.000.000 25.000.000 

J umlah Pendapatan 100.000.000 25.000.000 

x.x.x.xx.xx Belanja 

x.x.x.xx.xx a. Pegawai 40.000.000 10.000.000 

x.x.x.xx.xx b. Barang dan Jasa 36.000.000 9.000.000 

x.x.x.xx.xx c. Modal 24.000.000 7.500.000 

Jumlah Belanj a 100.000.000 26.500.000 

Sisa 0 2.000.000 

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana 
kapitasi JKN untuk bulan ... sebagai berikut: 

Contoh laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi adalah 
se bagai beriku t: 

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA 
KAPITASI PADA PUSKESMAS .... 

KABUPATEN ..... 
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Kode 
Tgl No. Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

.... 006/BUD/I 5.2.2.xx Belanja Modal Alat Kesehatan 7.500.000 
/20 .. 7.3.4.1.1 Peru bah an SAL 

7.500.000 

Jurnal LRA 

Kode 
Tgl No. Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

..... 005/BUD/I 1.3.2.xx Aset (Alat Kesehatan) 7.500.000 
/20 ... 1.1.1.xx Kas di Bendahara Kapitasi 7.500.000 

Jumal Aset 

Kode 
Kredit Tgl No.Bukti Rek Uraian Debit 

.... 004/BUD/1 5.1.1.xx Belanja Pegawai 10.000.000 
/20 ... 5.1.2.xx Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 

Peru bah an SAL 
7.3.4.1.1 19.000.000 

Jumal Belanja 

Tgl 
Kode 

Debit Kredit No. Bukti Rek Uraian 

... 003/BUD/I 9.1.1.xx Beban Pegawai 10.000.000 

/20 ... 9.1.2.xx Be ban Barang dan jasa 9.000.000 
1.1.1.xx Kas di Bendahara Kapitasi 19.000.000 

Jurnal Behan 

Kode Kredit Tgl No.Bukti Rek Uraian Debit 

.... 002/BUD/I 7.3.4.1.1 Peru bah an SAL 25.000.000 
/20 ... 4.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi 25.000.000 

Jumal Pendapatan LRA 

Kode 
Uraian Debit Tgl No.Bukti Rek Kredit 

, .... 001/BUD/I 1.1. l.xx Kas di Bendahara Dana Kapitasi 25.000.000 
/20 ... 8.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi-LO 25.000.000 

Berdasarkan dari SP2B tersebut, PPK-PD melakukan pencatatan sebagai 
berikut: 
Jurnal Pendapatan-LO 
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b. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau nama lain 
yang disetarakan mem punyai tugas : 
1) Mencatat dan membukukan semua Pendapatan dan Belanja Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke dalam Buku Kas Umum; 
2) Menyusun Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan dan 

belanja; 
3) Mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah. 
c Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, melaksanakan 

akuntansi Dana BOS, memiliki tugas: 
1) Menyusun rekap laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) yang disampaikan oleh Kepala Sekolah; 
2) Menyusun rancangan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan kepada PPKD selaku BUD; 
3) Mencatat realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B ke 

Buku Jumal Pendapatan-LRA, Jurnal Pendapatan-LO, Jurnal 
Belanja, Jurnal Beban dan Jurnal Aset; 

4) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dan LRA, Neraca, LO, 
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

d Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas menandatangani dan 
menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak 
melalui Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD selaku BUD. 

e. PPKD selaku BUD mempunyai tugas melakukan pengesahan 
terhadap Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Ope1asional 
Sekolah (BOS) dengan menerbitkan SP28 berdasarkan SP38. 

1 

2. Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengelolaan keuangan dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain: 
a Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah 

Kepala Sekolah, mempunyai tugas: 
1) Mempertanggungjawabkan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 
2) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Dinas 
Pendidikan. 

B. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) 

1. Definisi 
a Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah 

yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya 
operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar se bagai 
pelaksana program wajib belajar; 

b. Dana BOS adalah dana hibah dari provinsi yang diterima dan 
digunakan langsung yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah 
oleh Sekolah Negeri yang merupakan Unit dari Dinas Pendidikan 
Kabupaten . 
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4. Dokumen Yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam melakukan pencatatan akuntansi dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Rekapitulasi Realisasi 
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Realisasi 
Pendapatan dan Belanja, SP3B, SP2B dan Daftar Pembelian Barang/ Aset, 
dalam ha! terjadi realisasi telanja modal atas penggunaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS). 

1 

~) 

• 

3. Alur Dokumen Sebagai Dasar Penerbitan SP2B 

a Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah 
menyusun laporan realisasi pendapatan clan belanja Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan 
laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab 
Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan; 

h Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 
disampaikan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan 
menyampaikan SP3B Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 
PPKD untuk dimintakan penerbitan SP2B oleh PPKD selaku BUD; 

c Dalam menyusun laporan realisasi belanja, Bendahara Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) melakukan pencatatan berdasarkan jenis 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan 
klasifikasi sebagai berikut: 
1) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh 

bendahara sekolah kepada pegawai. Adapun yang termasuk dalam 
belanja pegawai seperti uang lembur; 

2) Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan 
oleh bendahara sekolah untuk kepentingan kegiatan dan merupakan 
pembelian untuk barang dan jasa, seperti belanja alat tulis kantor, 
belanja listrik, belanja telepon, belanja penggandaan atau foto copy, 
belanja konsumsi makan dan minum, belanja pemeliharaan mesin 
dan peralatan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanandinas. 

3) Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh 
bendahara sekolah dalam rangka pembelian aset tetap, yang terdiri 
dari: 
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, seperti laptop, Wireless; 

b) Belanja Modal Buku adalah pembelian aset tetap 
buku pelajaran; 

c) Belanja Modal Lainnya adalah pembelian barang modal selain 
peralatan dan mesin, dan buku. 

4) Penyampaian dan pencatatan akuntansi terhadap Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dapat dilakukan triwulanan dan/ atau 
semesteran. 



Dipindai dengan CamScanner 

baa rm n 

(nam 

(NIP) 

Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BO pad kol h ini 
telah sesuai dengan sasaran penggunaaan yang ditetapkan d n n 
peraturan perundang-undangan dan telah didukung dena n kel nzk p n 
dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan b rtanggung j b 
atas kebenarannya. 
Demi.kian faporan realisasi ini dibuat untuk digun k n 
mestmya. 

. , _o . 
Kepala D / IP . 

Sisa 

Jumlah Belanja 

c. Modal x.x.x.xx.xx 

b. Barang dan Ja a x.x.x.xx.xx 

a. Pegawai 

Jumlah P ndapatan 

4.3.3. 

lalu 

No raian 

LAPORAN REALI A I PEN APATAN AN LAN A 
OPERA~, N/\L K /\II ( ) ) PA I\ / 

UP TE 
B L/\ N . . . . . / d . . . . . 1\ H 

ANA ANTUAN 
t ..... 

Contoh Format Laporan Realisasi Peridapatan d n Belanja D na BOS: 
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DINAS PENDIDIKAN 

SURAT PERMINTAAN E 1E AHAN PENDAPAT ND N BELANJA (SP3B) 

SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

Bulan ..... sd Bulan ..... Tahun Anzaaran 20 .. - 

Nomor: .......... Tanzzal: ..... 

Kepala Dinas Pendidikan memohon kepada: 

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah 

agar menzesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana BOS seiurnlah: 

1. Saldo Awal 
-- - Ro 

2. Pendapatan Rp 
3. Belanja (a+b+c) Rp 

a. Pegawai 

b. Barang dan Jasa 

c. Modal 

4. Saldo Akhir {1+2-3) Rp 
Dasar Pengesahan Urusan Organisasi Nama Satuan 

Pendiclikan 

..... . .... . .... . .... 

Program Kegiatan 

...... . .... 
PENDAPATAN BELANJA 

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah 
....... Rp ......... . ...... Rp ......... 

Jumlah Rp ......... Jumlah Belanja Rp ......... 
Pendapatan 

..... , (tanggal) (bulan) (tahun) 

Kepala Dinas Pendidikan 

····················· 
NIP ..................... 

.J 

Contoh Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) 
Dana BOS 
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Waibakul , Januari 2018 

Kepala Perangkat Daerah selaku BUD 
Kabupaten Sumba Tengah 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 

Saldo Akhir 

Telah Disahkan Pendapatan dan Belanja: 
Saldo Awal Rp . 

Pendapatan Rp . 
Belanja [a+b+c] Rp .. 

: ... / .... / ... / .. 20 .. Nomor Kode 

: Dinas Pendidikan Tanggal Nama PD 

Nama BUD/Kuasa 
ATJn 

Tanggal 

No SP3B : ... / .... / ... /20 ... 

Logo Daerah SURAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN 

BELANJA (SP28) 

: SD/SMP .... Nama 
Sekolah 

: 20 .. Tahun Anggaran 

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN ..... 

Contoh Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang telah 
disahkan oleh BUD 
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Dalam ha! terjadi realisasi belanja modal yang akan dicatat sebagai t c. 

No. Kode 
Uraian Debit Kredit Tgl Bukti 11 Rek 

xxx xxx 5.1.1.xx Belanja Pegawai xxx 
Belanja Barang dan Jasa xxx 5.1.2.xx 

7.3.4.1.1 Perubahan SAL xxx 

Jurnal Belanja 

No. Kode 
Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 9.1.1.xx Be ban Pegawai xxx 

9.1.2.xx Behan Barang dan Jasa xxx 

1.1.1.xx Kas di Bendahara Dana BOS XX."'C 

h Pencatatan Akuntasi Beban dan Belanja 

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja yang tercantum dalam 
SP2B yang telah disahkan oleh BUD, maka realisasi belanja pegawal 
dan realisasi belanja barang dan jasa, oleh PPK-PD akan dilakukan 
pencatatan dalam Jumal Be ban dan Jurnal Belanja sebagai berikut: 
Jurnal 
Standar 
Jurnal 
Be ban 

No. Kode Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kr edit 

xxx xxx 7.3.4.1.1 Peru bah an SAL xxx 
4.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi xxx 

Jumal Pendapatan-LRA 

No. Kode 
Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 1.1.1.xx Kas di Benda hara Dana BOS XJC( 

8.3.3.xx Pendapatan Dana BOS xxx 

5. Pencatatan Akuntansi Dan Pelaporan 

a Pencatatan Akun tansi 
Pendapatan Jurnal Standar 
Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam 
SP2B, maka PPK-PD akan melakukan penca atan dalam Jumal : 
Jurnal Pendapatan-LO 
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7. Contoh sebagai Ilustrasi 

Berdasarkan laporan masing-masing sekolah negeri, Dinas Pendidikan 
melakukan rekap realisasi pendapatan dan belanja dana BOS yang 
disampaikan oleh sekolah, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan 
menyampaikan rincian realisasi pendapatan dan belanja dana BOS Jepada 
BUD untuk dimintakan SP2B sebagai dasar pencatatan akuntansi. T 

No. Kode 
Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

Xxx xxx 5.2.2.xx Belanja Modal (Alat Praktek xxx 

7.3.4.1.1 
Laboratorium) Perubahan SAL 

Xxx 

Jurnal Belanja 

No. Kode Tgl Bukti Rek Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 1.3.2.xx Aset Tetap (Alat Praktek Laboratorium) xxx 

1.1.1.xx 
Kas Di Bendahara BOS x:xx 
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(nama) 

(NIP) 

Kepala SD/ SMP ..... 

..... , 20 . 

Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS pada sekolah ini 
telah sesuai dengan sasaran penggunaaan yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan dan telah didukung dengan kelengkapan 
dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab 
atas kebenarannya. 
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya.1 

Kode Juml h Juml h 
No Rekening Uraian An aran (Rp) R ti i (Rp) 

Saldo s.d bularr/rnhun lalu 3.500.000,- 

4.3.3.xx.xx Pendapatan Dana BOS 75.000.000,- 25.000.000,- 

Jumlah Pendapatan 75.000.000,- 28.500.000,- 

x.x.x.xx.xx Belanja 

x.x.x.xx.xx a. Pegawai 30.000.000,- 10.000.000 - 

x.x.x.x:x.xx b. Barang dan Jasa 24.000.000,- 9.000.000 - 

x.x.x.xx.xx c. Modal 21.000.000,- 7.500.000 - 

Jumlah Belanja 75.000.000,- 26.500.000,- 

Sisa 0,- 2.000.000,- 

dal h · b 1 ai Contoh laporan re Ii a i p ndap tan clan b lunjn dnnu 
berikut: 
LAPORAN REALISA I PENDAPAT/\N AN • L/\N /\ ANA ANTUAN 

OPERA IONAL EI LAH ( ) P/\0/\ / M .... · 
KABUPATEN ..... 

BULAN..... /d ..... TAHUN .... 
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!_··· 

.......................................... 

Waibakul , Januari 2018 

Kepala Perangkat Daerah selaku BUD 
Kabupaten Sumba Tengah 

Rp.25.000.000,­ 

Rp.26.500.000,­ 

Rp.10.000.000,­ 

Rp. 9.000.000,­ 

Rp. 7 .500.000,- 
Rp. 2.000.000,- 

Pendapatan 

Belanja (a+b+c) 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 
Saldo Akhir ( 1 +2-3) 

Nip.: L ....____ , 

Telah Disahkan Pendapatan dan Belanja: 

Saldo awal Rp.3.500.000,- 

: 20 .. Tahun Anggaran Nama 
Sekolah 

: ... / .... / ... / .. 20 .. Norn or Kode 

: 14/03/20 .. Tanggal 
: Dinas 
Pendidikan Narna PD 

Nama BUD/Kua a 
BUD 

: 13/03 /20 .. Tanggal 

URAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 

(SP28) No SP3B : ... / .... / ... /20 ... 

Logo Daerah 

Conteh Surat Pengesahan Pendapatan clan Belanja (SP28) yang telah disahkan 
oleh BUD 
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t 
Tgl 

Kode 
No. Bukti Rekening Uraian Debit Kredit 

... 004/BUD/I 5.1.1.xx Belanja Pegawai 10.000.000 
/20 .. 5.1.2.xx Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 

7.3.4.1.1 Peru bah an SAL 
19.000.000 

Jurnal Belanja 

Kode 
Tgl No.Bukti Rekening Uraian Debit Kredit 

..... 003/BUD/I 9.1.1.xx Be ban Pega wai 10.000.000 
/20 ... 9.1.2.xx Be ban Barang dan jasa 9.000.000 

I 
1.1.1.xx Kas di Bendahara BOS 19.000.000 

Jurnal Behan 

Kode Kredit Tgl No. Bukti Rekening Uraian Debit 

.... 002/BUD/I 7.3.4.1.1 Perubahan SAL 25.000.000 

/20 ... 4.3.3.xx Pendapatan Dana BOS 25.000.000 

Jurnal Pendapatan-LRA 

Kode Debit Kredit Tgl No. Bukti Rekening Uraian 

······ 001/BUD/I 1.1.1.xx Kas di bendahara Dana BOS 25.000.000 

/20 ... 8.3.3.xx Pendapatan Dana Kapitasi-LO 25.000.000 

Berdasarkan dari SP2B tersebut, PPK PD melakukan pencatatan sebagai 
berikut: 
Jurnal Pendapatan-LO 
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• 

UMBU S. PATEDUK 

Kode 
Tgl No.Bukti Rekening Uraian Debit Kredit 

..... 006/BUD/I 5.2.2.xx Belanja Modal Alat Praktek Lab 7.500.000 

/20 ... 7.3.4.1.1 Peru bah an SAL 7.500.000 

Jumal Belanja 

Kode 
Uraian Debit Kredit Tgl No. Bukti Rekening 

... 005/BUD/I 1.3.2.xx Aset (Alat Praktek Lab) 7.500.000 

/20 .. 1.1.1.xx Kas di B ndahara BOS 7.500.000 

Jurnal Aset 


